LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.27, 2017 SUMBER DAYA ENERGI. Percepatan Pembangunan.
Infrastruktur Ketenagalistrikan. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka  percepatan  penyelesaian
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Ketenagalistrikan, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai
pelaksanaan pembiayaan, skema kerja sama penyediaan
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, kerja
sama pemanfaatan aset, dan pengelolaan lingkungan
hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

www.peraturan.go.id



2017, No.27 -

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5530);

4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 8);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KETENAGALISTRIKAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
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Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal
yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik,
transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik,
gardu induk, dan sarana pendukung lainnya.
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang
selanjutnya  disingkat PIK adalah  kegiatan
perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dalam
rangka penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang
selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan
Listrik Negara.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan,
fasilitas fiskal, data, dan informasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Swakelola adalah kegiatan PIK yang pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri
oleh PT PLN (Persero).

Pengembang Pembangkit Listrik yang selanjutnya
disingkat PPL adalah badan wusaha penyediaan
tenaga listrik berupa badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, koperasi, dan swasta

yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero).
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10. Energi Primer Ketenagalistrikan adalah sumber
energi, baik yang berasal dari fosil maupun energi
terbarukan yang diperlukan untuk memproduksi
tenaga listrik.

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya
disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian
produk pelayanan melalui satu pintu.

12. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat
BPMPTSP Provinsi adalah penyelenggara PTSP di
provinsi.

13. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disingkat n BPMPTSP  Kabupaten/Kota  adalah
penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.

2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3),
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pelaksanaan PIK oleh PT PLN (Persero) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui:
a. Swakelola; dan
b. kerja sama penyediaan tenaga listrik.

(2) Pelaksanaan PIK oleh PT PLN (Persero) melalui kerja
sama penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan
badan usaha penyedia tenaga listrik, yaitu:

a. anak perusahaan PT PLN (Persero); atau
b. PPL.

(3) Ketentuan mengenai kerja sama penyediaan tenaga
listrik dalam rangka  penugasan dilakukan
berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan
Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
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3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Pelaksanaan PIK melalui Swakelola sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dalam
hal:

a. PT PLN (Persero) memiliki kemampuan
pendanaan untuk ekuitas dan sumber
pendanaan murah;

b. risiko konstruksi yang rendah;

c. tersedianya pasokan bahan bakar;

d. pembangkit pemikul beban puncak (peaker)
yang berfungsi mengontrol keandalan operasi;
dan/atau

e. pengembangan sistem isolated.

(2) Pelaksanaan PIK melalui Swakelola, meliputi:

a. pembangkit;

b. transmisi;

c. distribusi;

d. gardu induk; dan/atau

e. sarana pendukung lainnya.

4. Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c Pasal 6
diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan
pendanaan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat
memberikan dukungan ketersediaan pendanaan
melalui:
a. penyertaan modal negara;
b. penerusan pinjaman dari pinjaman Pemerintah
yang berasal dari luar negeri dan/atau dalam

negeri;
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